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Abstrak

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan penulis terkait permasalahan
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama berkaitan dengan
problematika penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam peradilan. Oleh
demikian, menjadi menarik untuk dikaji penafsiran hukum oleh hakim di
Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui bagaimana penafsiran hukum oleh hakim dalam ketentuan undang-
undang kekuasaan kehakiman dan bagaimana penafsiran hukum yang dilakukan
oleh hakim dalam perspektif hukum Islam.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan
deskriptif-analitis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer,
sekunder, tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam UUD 1945 dan Undang-

Undang tentang Kekuasaan Kehakiman memberi ruang kebebasan bagi hakim
untuk merefleksikan bunyi undang-undang dalam menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup masyarakat. Penemuan
atau penafsiran hukum oleh hakim, baik dalam ketentuan kekuasaan kehakiman
maupun hukum Islam, tidak ada ketentuan yang mengharuskan hakim atau
kebebasan hakim tidak terikat dengan suatu interpretasi (penafsiran) tertentu.
Akan tetapi yang paling penting, hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus
memilih penafsiran yang sesuai dan tepat sasaran, yaitu dapat memperjelas
ketentuan peraturan perundang-undangan Yyang diterapkan terhadap suatu
peristiwa hukum yang konkret. Dalam hukum Islam, setiap proses peradilan
ketika hakim memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara dilakukan
dengan menggali Al-Qur’an dan as-Sunnah serta peraturan-peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam, baik yang berupa
hukum-hukum wagd i maupun hukum-hukum taklifi. Kemudian, dalam menggali
dan merumuskan hukum dapat dilakukan dengan menemukan alasan (‘i//at)
hukum yang berlandaskan pada magasid asy-syariah (melindungi kepastian
hukum, ketertiban hukum, melindungi hak-hak Allah Swt, melindungi hak-hak
publik serta melindungi nilai-nilai kebenaran dan al- magasid al-khamsah
(melindungi keselamatan (kemaslahatan) agama, jiwa, akal, keturunan dan harta
serta hifz al-‘ird “perlindungan kehormatan). Selanjutnya, dalam hukum Islam
untuk melakukan terobasan-terobasan hukum dengan istimbas yang dilakukan
melalui ijtihad, sehingga suatu penaafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim
dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi
masyarakat luas.

Kata kunci: Hakim, Peradilan, Penafsiran Hukum



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf huruf Arab ke dalam huruf huruf latin yang dipakai dalam
penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:
158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.
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MOTTO

DIMANA ADA KEMAUAN PASTI
ADA JALAN

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat. (QS. An-Nisa’: (4) 58).

s AT 4 58 e aB BT O s A 0 oty U G 081 ST e
Sl s W 58 ST s e ek 28 B D
g 58 s e S 8 5

Artinya: Hakim itu ada tiga, dua orang di neraka dan seorang lagi di surga.
Seorang yang tahu kebenaran dan ia memutuskan dengannya, maka ia di
surga; seorang yang tahu kebenaran, namun ia tidak memutuskan
dengannya, maka ia di neraka; dan seorang yang tidak tahu kebenaran
dan ia memutuskan untuk masyarakat dengan ketidaktahuan, maka ia di
neraka. (HR. Abu Dawud).
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara konstitusional kehadiran kekuasaan kehakiman merupakan misi
penegakan hukum dan keadilan tidak dapat dihilangkan ataupun dipisahkan
sebagai tujuan Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
Artinya, hakim dituntut untuk melaksanakan tugas dan wewenang Yyang
diamanahkan oleh UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman dan implikasinya kepada tujuan negara itu sendiri.

Landasan konsep hukum dalam Bab 1X Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan, “Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan”. Kemudian ditegaskan oleh Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman® sebagai payung hukum
seluruh badan peradilan di Indonesia, pada Pasal 1 ayat (1):

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya
Negara Hukum Republik Indonesia”.

! Setelah perubahan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pada
tanggal 29 Oktober 2009, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999
dinyatakan dicabut dan dibatalkan atau tidak berlaku lagi. Lihat Rimdan, Kekuasaan Kehakiman:
Pasca-Amandemen Konstitusi, (Jakarta: Kencana, 2012), him. 142,



Berdasarkan hal tersebut, menegaskan bahwa keadilan merupakan bagian
dari usaha yang harus dihadirkan oleh kekuasaan kehakiman demi terwujudnya
hukum yang responsif. Di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman menyatakan, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti,
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat”. Ditegaskan juga dalam penjelasannya bahwa, “Ketentuan yang
dimaksud agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan
keadilan masyarakat”.? Dari konteks ini, maka hakim dituntut tidak hanya
menegakkan hukum a quo (undang-undang) atau bukanlah corong undang-undang
semata, tetapi kewajiban atasnya untuk menggali dan mengikuti serta memahami
perkembangan hukum sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

Untuk mencapai apa yang dinamakan dengan sosiological jurisprudence,
maka peran kekuasaan kehakiman tidak hanya berdasarkan yurudis formilnya
saja, tetapi harus juga memperhatikan unsur-unsur historis, filosofis maupun
sosiologisnya. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kehendak
masyarakat, dan tidak boleh diabaikan dalam penegakan dan penerapan sebuah
hukum, sehingga perlu dipahami secara utuh bahwa penegakan dan penerapan
hukum selain unsur terpenting kepastian (certainty), juga tak kalah pentingnya
rasa keadilan (justice).?

Menurut Gustav Radbruch (filosof Jerman) sebagaimana dikutip oleh

Muhammad Taufig, bahwa konsep ide dasar hukum yang terdiri dari tiga unsur,

2 Lihat Pasal Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, him. 4.

® Boy Nurdin, Kedudukan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia,
(Bandung: P. T. Alumni, 2012), him. 7.



yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Bagi Radbbruch, ketiga unsur itu
merupakan tujuan hukum secara bersama-sama. Sebagai contoh dalam kasus-
kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan putusan yang “adil” (menurut
persepsi keadilan yang dianut oleh hakim) bagi si pelanggar, tergugat atau
terdakwa, namun sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas,*
sebaliknya kalau masyarakat luas dipuaskan, menyebabkan perasaan keadilan bagi
orang tertentu terpaksa “dikorbankan”. Oleh karena itu, Radbruch mengajarkan
bahwa yang harus digunakan asas perioritas, yakni prioritas pertama selalu
keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian.”

Satjipto Raharjo berpendapat, bahwa merupakan suatu institusi hukum
yang steril, yang hanya berurusan dengan pengongkretan undang-undang,
melainkan memiliki jangkauan luas daripada itu. Pengadilan itu sudah menjadi
institusi sosial yang peka terhadap dinamika yang bergerak di sekitarannya. la
adalah pengadilan yang sarat dengan pemikiran keadilan, pembelaan rakyat dan
nasib bangsanya. Ternyata pengadilan juga mempunyai hati nurani (conscience of

the court). Ini sangat-sangat relavan dengan keadaan masyarakat. Pengadilan yang

* Keadilan, kemangaatan atau kegunaan (zweckmdszigkeit) yang sebutkan oleh Radbruch
adalah sebagai nilai dasar, namun ketiganya terdapat suatu ketegangan antara satu sama lain
(spannungs velhaltnis). Di mana ketiganya berisis tuntutan yang berbeda dan mengadung potensi
untuk bertentangan. Misalnya, upaya mewujudakan kepastian hukum, maka sebagai nilai akan
mengesampingkan nilai-nilai keadilan dan kegunaan atau kemanfaatan. Karena yang paling
penting bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Oleh demikian, dengan adanya
nilai-nilai yang berbeda tersebut, maka penilaian masyarakat mengenai keabsahan hukum pun bisa
bermacam-macam. Artinya, sesuai dengan potensi ketiga nilai dasar yang saling bertentangan, apa
yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan, bisa dinilai
tidak sah dari segi kemanfaatan bagi masyarakat. Lihat Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung:
Alumni, 1982), him. 20-21.

> Muhammad Taufig, Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), him. 2.



berhati nurani ini akan banyak membantu mengatasi penderitaan bangsa.® Bukan
malah mendelegasikan pengadilan yang tidak nalar dan bertentangan dengan rasa
keadilan masyarakat sehinggga menimbulkan the dead of common sense atau
matinya akal sehat.” Selain itu, pengadilan sebagai sarana atau tempat
pelindungan hukum dan juga sebagai tempat mencari keadilan hukum yang
menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta tugas atas kemandirian dan
independensi hakim dalam pertanggungjawaban publik (public accountability).?
Seiring penegasan normatif di atas, bahwa secara legal formal terbuka
ruang atau berkewenangan untuk hakim melakukan penemuan atau penafsiran
hukum untuk memberikan penjelasan terhadap ketentuan undang-undang yang
belum jelas atau melengkapi ketentuan normatif (peraturan perundang-undangan)
yang tidak lengkap dimungkinkan untuk mengisi kekosongan hukum dari suatu
undang-undang. Hakim sebagai ujung tombak pemberi keadilan senantiasa
dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, profesionalitas dan
bebas intervensi dari berbagai pihak dalam menegakkan hukum dan keadilan
dalam mewujudkan putusannya. Putusan hakim harus selalu dapat
dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat

pencari keadilan. Oleh demikian, Penemuan hukum® diperlukan dalam rangka

® Satjipto Raharjo, Membedah Hukum Pogresif, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara,
2008), him. 40.

” Adi Sulistiyono, Krisis Lembaga Peradilan..., him. 7.

® Rusli Muhammad, Kemadirian Pengadilan Indonesia, (Yogyakarta: FH Ul Press,
2010), him. 7.

% Undang-Undang berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia yang harus
dilaksanakan atau ditegakkan, namun ada ada teks undang-undang yang ketentuannya masih
umum atau bersifat abstrak ataupun belum jelas atau sifatnya masih ambiguitas. Oleh karena itu



memecahkan atau menyelesaikan suatu persoalan hukum berdasarkan hukum atau
hukum yang berlaku (hukum positif).

Menurut asumsi penulis, penafsiran hukum tidak hanya dilakukan pada
ketentuan hukum (teks undang-undang yang belum jelas atau masih ambigu, akan
tetapi ketentuan teks hukum harus itu harus bisa disinergikan atau disesuaikan
dengan tatanan hukum dalam kehidupan masyarat. Artinya, hakim dalam
menerjemahkan suatu peraturan perundang-undangan harus melihat kepada
konteks peristiwa yang dilakukan oleh pihak berperkara, dengan kata lain,
walaupun undang-undang itu sudah mengandung ketentuan yang cukup jelas,
namun para hakim harus berupaya semaksimal mungkin untuk menggali,
mengikuti, memahami, bahkan sampai menemukan norma-norma atau nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang di masyarakat.

Ketentuan atau peraturan dalam Islam pun telah mengatur dan dirumuskan
bagaimana penyelesaian suatu perkara hukum oleh hakim di pengadilan. Namun
dalam konteks hukum Islam, apakah para hakim dalam menemukan, menafsirkan
dan menerapkan kaidah atau norma hukum terhadap suatu perkara menawarkan
konsep-konsep yang signifikan dengan konteks hukum yang hidup dalam
masyarakat? oleh demikian, maka bagi penulis merasa penting untuk dikaji dan
menarik untuk diteliti secara lebih spesifik terkait dengan “Perspektif Hukum

Islam Terhadap Penafsiran Hukum Oleh Hakim di Indonesia”.

perlu diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan secara konkret dan komprehensif dan disesuaikan
dengan peristiwa yang berlaku. Lihat Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam
Perspektif Hukum Pogresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 24-25.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka lahirlah pokok permasalahan
yang menjadi titik fokus penulis dalam studi penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana penafsiran hukum oleh hakim dalam ketentuan undang-undang
kekuasaan kehakiman?
2. Bagaimana penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam perspektif

hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Masalah-masalah terindentifikasi seperti yang dirumuskan di atas
bertujuan:

a. Untuk menjelaskan dan mengetahui bagaimana penafsiran yang dilakukan
oleh hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan dalam tinjauan
kekuasaan kehakiman.

b. Untuk mengetahui dan memahami metode penafsiran hukum yang
dilakukan oleh para hakim dilihat dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian
Sehubungan dengan tujuan-tujuan yang dikemukan di atas, penelitian
ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran atau masukan berupa

manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:



a. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan
pemikiran ataupun sebagai masukan kepada pengembangan ilmu hukum pada
umumnya di bidang konsentrasi hukum tata negara, khususnya dalam studi di
bidang hukum Islam yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman serta
sebagai upaya menerapkan hukum dengan memahami perkembangan hukum
sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat menjadi salah satu
konstribusi positif terhadap pembaharuan dan perkembangan hukum Islam di
Indonesia, dan menjadi sumbangan khususnya kepada para penegakkan
hukum, dan yang terpenting adalah para pemegang tonggak kekuasaan
kehakiman (yudikatif) yang merupakan sebagai kunci dan sentral dalam
sebuah penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan hukum, kepastian

hukum dan kemanfaatan.

D. Telaah Pustaka

Satu, tesis Imam Abdul Rokhim tentang “Rekonstruksi Kemerdekaan
Kekuasaan Kehakiman Dalam RUU Jabatan Hakim”, penelitian ini bertujuan
untuk merekonstruksi cara pandang yang lebih komprehensif lagi dalam
memaknai kemerdekaan kekuasaan kehakiman kaitannya dengan integritas.
Bukan hanya sekedar merdeka secara organ maupun kelembagaan, namun juga

merdeka secara kepribadian yang mampu merepresentasikan tentang makna



“integritas”. Penelitian ini ada sedikit persamaan dengan penelitian yang penulis
uraikan dalam pembahasan, yaitu pada pembahasan hakim dalam kekuasaan
kehakiman dan masalah moralitas hakim dalam mengadili suatu perkara. Adapun
perbedaannya terletak subtansi dari keseluhan apa yang penulis teliti, baik latar
belakang masalah, penggunaan teori dan subtansi isi yang hendak dicapai, karena
penulis fokus penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili
suatu perkara yang dikaitkan dengan pandangan hukum Islam.*®

Kedua, Jurnal Afif Khalid tentang “Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam
Sistem Peradilan Indonesia”, menguraikan konsep penafsiran hukum oleh hakim
dalam konteks hukum tata negara secara normatif. Adapun persamaan dengan
penelitian ini adalah mengenai metode-mote yang berkaitan penafsiran hukum.
Sedangkan perbedaannya, penulis lebih fokus pada pengakajian hukum Islam
terkait penafsiran hukum oleh hakim di Indonesia dan memberikan beberapa
contoh kasus untuk dianalisa.™*

Ketiga, Jurnal Siti Mawar tentang “Metode Penemuan Hukum
(Interpretasi dan Kontruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum”, menjelaskan
pertentangan antara sisi keadilan dan kepastian hukum sering menjadi dilema bagi
para penegakan hukum. Atas dasar tersebut, maka para penegakkan hukum perlu
melakukan upaya-upaya pogresif demi tegakknya keadilan. Penelitian ini secara

subtansi hampir sama apa yang dimaksudkan penulis. Namun, di sini penulis

19 |mam Abdul Rokhim, Rekonstruksi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dalam RUU
Jabatan Hakim, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia, 2017.

1 Afif Khalid, Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem peradilan di Indonesia,
Jurnal Hukum Al ‘Adl, Volume VI: 11 (2014).



selain melihat metode penemuan hukum bukan hanya secara perspektif hukum
positif (undang-undang) juga melihat bagaimana penafsiran hukum dalam
perspektif hukum Islam, dan ini tidak disinggung oleh penulis sebelumnya.*?

Keempat, Enju Juanda tentang “Konstruksi hukum dan Metode
Interpretasi Hukum”, di sini penulis hanya mendeskripsikan metode-metode
kontruksi hukum dan interpretasi hukum. Perbedaannya dengan penulis
sebelumnya, peneliti tidak hanya menguraikan atau mendeskripsikan semata,
tetapi mencoba menghubungkan dengan kasus-kasus terbaru yang ditangani oleh
para hakim dengan mengubungkan dengan teori atau metode kontruksi hukum
dan interpretasi hukum serta memberika gambaran umum tentang penemuan atau
penemuan hukum dalam pandangan hukum Islam.*®

Kelima, Jurnal Hartanto tentang “Penemuan Hukum Dalam Peradilan
Hukum Pidana Dan Peradilan Hukum Perdata”. Hasil penelitian ini menjelaskan,
pertama, bahwa penemuan hukum oleh hakim sangat penting dilakukan tertutama
dalam mengatasi kekosongan hukum dari akibat keterbatasan dan tidak
lengkapnya peraturan perundangundangan yang ada. Penemuan hukum harus
tetap dilakukan pada batas-batas tertentu dengan tetap mengacu kepada prinsip
objektivitas, prinsip kesatuan, prinsip genetis dan prinsip perbandingan, supaya
putusan hakim yang terdapat sebuah penemuan hukum agar dapat menciptakan
keadilan, manfaat dan kepastian hukum. Kedua, dalam penerapan kebebasan

hakim dilakukan dalam setiap tahapan penemuan hukum, asas kebebasan hakim

12 Sjti Mawar, Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Kontruksi) dalam Rangka
Harmonisasi Hukum, Vol 1: 1 (2016).

13 Enju Juanda tentang, Konstruksi hukum dan Metode Interpretasi Hukum, Jurnal limiah
Galuh Justisi, Vol 4: 2 (2016).
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dapat terwujud dengan adanya kebebasan hakim dalam menetapkan peristiwa
konkret yang benar-benar terjadi, hakim dapat bebas menilai relevansi dari
peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa menjadi peristiwa
yang konkret, serta bebas menilai alat bukti yang diajukan dalam persidangan
untuk menetapkan peristiwa konkret sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi
dalam sengketa. Sekilas, penelitian ini berdekatan dengan penelitian penulis, yaitu
bagaimana hakim dalam menemukan hukum dengan berdasarkan asas-asas pidana
maupun asas-asas perdata. Adapun letak perbedaannya, yaitu penelitian ini
penulis komparasikan dengan tinjauan Hukum Islam dan disajikan juga penemuan
yang ada dalam Hukum Islam. Artinya, titik fokus penulis teliti lebih kepada
penafsiran hukum oleh hakim dalam perspektif Hukum Islam.**

Keenam, Jurnal Muwahid yang berjudul “Metode Penemuan Hukum
(Rechtvinding) Oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Pogresif”,
menguraikan metode penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan suatu
perkara. Apabila dalam memeriksa perkara tidak ditemukan aturan yang mengatur
perkara yang dihadapi oleh hakim, aturannya tidak jelas atau multi tafsir, maka
hakim melakukan upaya penemuan hukum (rechtsvinding). Sebagaian
pembahasan sama dengan penelitian yang penulis uraikan dalam penelitian ini,
yaitu berkaitan dengan salah satu fungsi hakim adalah untuk mengisi hakim atau
disebut sebagai penemu hukum (rechtvinding). Namun secara subtansi isi secara

keseluruhan sangarlah berbeda, baik dalam pengunaan teori (yang sama hanyalah

1 Hartanto, Penemuan Hukum Dalam Peradilan Hukum Pidana Dan Peradilan Hukum
Perdata, Jurnal Hukum Positum Vol: 1: 1 (Desember 2016).
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teori penemuan hukum atau penafsiran hukum), uraian pembahasan dan kasus
yang ditawarkan yang dikaitkan dengan penafsiran hukum serta perbedaan
subtansi yang lebih jelas adalah pada pembahasan penafsiran hukum dalam
persprktif Hukum Islam.*

Ketujuh, jurnal Lucky Endrawati yang berjudul “Rekonstruksi Analogi
Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan
Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif’. Ada kesamaan dengan
penelitian ini, yaitu pada penggunaan teori hukum pogresif dalam melakukan
terobosan-terobosan hukum. Namun, penelitian lebih condong pada penerapan
hukum pidana. Sedangkan penelitian yang penulis sajikan lebih fokus pada kajian
penafsiran hukum oleh hakim dalam perspektif Islam dan menghubungkan
dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta menganalisa serta beberapa

kasus yang berkaitan, baik kasus atau perkara pidana maupun perkara perdata.®

E. Kerangka Teoritik
Adapun untuk menjawab rumusan masalah dalam studi ini, penulis berupa

menganalisnya dengan menggunakan beberapa teori terkait, yaitu:

% Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding) Oleh Hakim dalam Upaya
Mewujudkan Hukum yang Pogresif, Jurnal Al-Hukama (The Indonesia Journal of Islamic Family
Law), Vol. 07: 01 (Juni 2017).

% Lucky Endrawati, Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode
Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif,
Jurnal Hermeneutika, Vol. 2: 1 (Februari 2018).
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1. Hukum Pogresif

Konsep pembangungan hukum progresif adalah “hukum bukan institusi
yang bersifat mutlak atau final”, akan tetapi hukum sangat ditentukan kemampuan
mengabdi kepada manusia, oleh karena itu disebut “hukum untuk manusia”.
Hukum progresif juga menghindari tradisi “analytical jurisprudence atau
rechtdogmatiek”. Tradisi tersebut dilihat sebagai aturan yang di analisis dengan
cara menilai sistematis dan logisnya hukum (prosedural). Sedangkan diluarnya
hukum, seperti kesejahteraan, kebahagian yang hendak dicapai oleh hukum
terkesan, dikesampingkan.*’

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan hukum progresif adalah
keadilan yang substantif, tidak hanya keadilan prosedural saja. Perhatian dari
hukum progresif adalah nilai-nilai moral (keadilan). Maka dari itu, hukum
bukanlah alat teknologi yang tidak bernurani, melainkan institusi yang bermoral
(moral manusia).®® Hukum harus dilihat secara utuh, menyeluruh yang
mengedepankan nilai substansi dan transendental yang melandaskan pada fakta
sosial dengan tidak melepaskan pada nilai-nilai agama, etik dan moral. Artinya,
tidak selalu melihat pada wujud norma-norma yang tertulis.*

Karakter dari hukum progresif adalah responsif.”> Nonet dan Selznick

mengutip pernyataan Jerome Frank, mengatakan karakter responsif merupakan

7 satjipto Rahardjo, Hukum Progresif (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), him. 6.
*® Ibid., him. 17.

9 Mahrus Ali (ed), Membumikan Hukum Progresif (Yogyakarta: Aswaja Pressindo,
2013), him. 7.

20 Responsif adalah bentuk dari strategi pembangunan hukum yang menghasilkan
responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Model
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tujuan utama bagi kaum realisme dalam pembangunan hukum, supaya eksistensi
hukum dan kebutuhan sosial masyarakat signifikan.?® Nonet dan Selznick,
menyatakan hukum yang baik tidak hanya mengedepankan keadilan prosedural,
akan tetapi juga mampu memperlihatkan kepada publik keadilan substansi.??

Gagasan sentral dari penemuan hukum progresif, yaitu hukum dan
peradilan diposisikan sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial. Tujuan
puncak hukumnya adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu,
penemuan hukum progresif yang dilakukan oleh hakim tidak dapat dilepaskan
dari faktor hukum, kemanusian dan moralitas.”® Berpijak pada faktor-faktor
tersebut, hakim dapat mewujudkan hukum progresif ketika melakukan tugas
yutisialnya yang terutama dituangkan dalam putusan-putusannya, sehingga dapat
penemuan atau penafsiran hukum oleh hakim akan memberi manfaat positif bagi
tatanan kehidupan manusia.
2. Teori Penemuan atau Penafsiran Hukum

Sudikno Mertokusumo menyamakan pengertian penemuan hukum dan

penafsiran hukum, karena dalam penemuan hukum dilakukan dengan metode

strategi ini biasanya menganut sistem hukum dari kebiasaan masyarakat. Imam Syaukani dan
Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), him. 77.

! Mengutip pernyataan Ratno Lukito mengenai pentingnya pendekatan sosial dalam
pembangunan hukum, dalam bukunya Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, bahwa dalam
modernisasi hukum, pertimbangan yang sangat urgen adalah memberikan perhatian terhadap
kondisi sosialnya dalam masyarakat, sehingga hukum akan bekerja efektif dalam sebuah negara
apabila sesuai dengan keadaan masyarakat. Lihat Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum
Sekuler: Studi tentang konflik dan resolusi dalam sistem hukum Indonesia (Jakarta: Pustaka
Alvabet, 2008), him. 8.

2 Nonet dan Selznick, Hukum Responsif, alih bahasa Raisul Muttagien (Bandung:
Nusamedia, 2007), him. 84 .

2 Ahmad Rifa’i, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 48.
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penafsiran (interpretasi).?* Peraturan perundang-undangan yang tidak jelas
ataupun tidak lengkap, maka hukum harus diketemukan dengan menjelaskan,
menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangan. Penafsiran hukum
olen hakim harus menuju kepada penerapan atau tidak menerapkan suatu
peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkrik yang dapat diterima oleh
masyarakat.?

Menurut Bambang Sutiyoso penemeuan hukum (rechtvinding) merupakan
proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam
upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan
kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dan dilakukan
secara tepat dan relavan menurut hukum serta dapat diterima dan
dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.?®

Menurut Muhammad Busyro Mugoddas sebagaimana dikemukan oleh
Bambang Sutiyoso bahwa penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim ada
macam, yaitu: pertama, penemuan hukum dalam arti penerapan suatu peraturan
pada suatu peristiwa konkret sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Kedua,
penemuan hukum dalam arti pembentukan hukum, di mana untuk suatu peristiwa

konkret tidak ada tersedia suatu peraturannya yang jelas atau lengkap untuk

* Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Edisi Revisi,
(Yogyakarta: Liberty, 2009), him. 56.

% Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,
2007), him. 56.

%6 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti
dan Berkeadilan, (Yogykarta: Ull Press, 2006), him. v.
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diterapkan, sehingga hakim membentuknya melalui suatu metode tertentu.”’ Di
dalam ilmu hukum, khususnya dalam praktik peradilan dikenal beberapa macam
metode interpretasi (penafsiran), vyaitu: interpretasi subsumtif, interpretasi
gramatikal, interpretasi sistematis (logis), interpretasi historis, interpretasi
teleologis (sosiologis), interpretasi komparatif, interpretasi antisipasif (futuristik),
interpretasi  restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi otentik (resmi),
interpretasi interdispliner, interpretasi multidispliner, interpretasi dalam
perjanjian.?®
3. Penemuan Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang mendasarkan pada ketentuan-
ketentuan yang sudah diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw.
yang diperuntukkan bagi umat manusia sampai akhir zaman.? Namun, ada hal-hal
yang tidak terdapat dalam ketentuan dalam al-Qur’an dan Hadis Rasulullah dapat
diperoleh dalam ketentuannya, maka diperbolehkan untuk melakukan ijtihad,
seperti yang pernah dilakukan oleh Mu’az bin Jabal ketika Rasulullah
mengutusnya ke negeri Yaman.

Di dalam Islam, dikenal penafsiran hukum dalam Al-Qur’an berdasarkan
magqasid al-tasyri’ (tujuan-tujuan pelaksanaan hukum), yakni penafsiran yang

selalu tidak terikat kepada ayat-ayat secara tekstual, melainkan dengan mencari

#" 1bid., him. 29-30.

%8 Sudkino Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 1993), him. 14-20; Ahmad Ali, Menguak Tabr Hukum: Suatu Kajian Filosofis
dan Sosiologis, (Jakarta: PT Gunung Agung Tbk), him. 164-165; Bambang Sutiyoso, Metode
Penemuan hukum..., him, 84-104.

2% Bambang Sutiyoso..., him. 122.
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jiwa dari ayat itu. Barangkali inilah yang disebut-sebut sebagai penafsiran Al-
Qur’an dengan berlandaskan pemahaman akan ruh Kitab Allah Swt.** Penemuan
hukum Islam secara garis besar ada dua metode penemuan hukum yang paling
umum digunakan dalam mengkaji dan membahas hukum Islam, yaitu metode
istimbas dan metode ijtihad®’. Adapun metode ijtihad meliputi ijmak, giyas,

istislah (al-mursalih al-mursalah), ihtisan, istishab dan a/’ urf.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research),
yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum,
jurnal, karya ilmiah, surat kabar, serta literatur-literatur yang berkaitan dan

relevan dengan objek kajian.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, penulis menguraikan secara

sistematik penemuan atau penafsiran hukum dan ijtihad serta wewenang dalam

% Haidar Bagir dan Syafiq Basri, ljtihad Dalam Sorotan, (Bandung: Mizan, 1988), him.
122.

31 Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Haidar Bagir dan Syafiq Basri, ada 3 (tiga)
tingkatan dalam kreteria ijtihad: (1) dartriyyat, yaitu hal-hal yang penting harus dipenuhi untuk
kelangsungan hidup manusia. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, makan akan terjadi kerusakan,
kerusuhan dan kekacauan. Misalnya, demi memelihara jiwa, agama, harta, akal dan keturunan; (2)
Hajiyyat, yaitu hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya. Apabila hal ini tidak
dipenuhi, maka manusia akan selalu dihinggapi perasaan kesempitan dan kesulitan. Di antaranya
memberi rukhsah di dalam kesempitan atau kesulitan; (3) Taksinat, yaitu hal-hal pelengkap yang
terdiri atas kebiasaan dan akhlak yang baik. Lihat Ibid., him. 140.
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memutuskan perkara yang kemudian dengan pandangan dari hukum positif dan
hukum Islam, kemudian diikuti dengan analisa berdasarkan kerangka pemikiran
yang telah disusun sebelumnya.
3. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis-normatif, yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis
dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah/
norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.*
4. Teknik Pengumpulan Data
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pertama,
penelitian kepustakaan (library research), atau penelitian beberapa literatur,
seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung,
dan media online. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan yang
diperoleh, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga bahan hukum
tersebut saling mendukung dan saling keterkaitan antara satu sama lainnya.
a. Bahan hukum primer
1) Undang-Undang Dasar 1945.
2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman.
3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

(7TKMA/SKB/1V/2009) dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia

%2 Muslim Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum (Malang: Universitas
Muhammadiyah Malang Press, 2009), him. 94.
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(0402/SKB/P.KY/IV/2009) tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku
Hakim.

5) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor
02/PB/MA/IX/2012) dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor
(02/PB/P.KY/09/2012) tentang Paduan Penegakan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim.

6) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Nomor 46/PUU-
VI11/2010) tentang Uji Materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7) Putusan Pengadilan Agama Negeri Yogyakarta ~ Nomor
0008/Pdt.P/2013/PA.Yk.

8) Putusan Pengadilan Agama Negeri Malang Nomor
0274/Pdt.P/2015/PA.Mlg.

9) Putusan Nomor 144/P1D/1983/PN/Mdn.

10) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1616
K/Pid.Sus/2013.

11) Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/PN.Mtr.

12) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 574
K/Pid.Sus/2018.

13) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 53
P/Hum/2018.

b. Bahan Sekunder
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Bahan hukum sekunder, yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari
buku-buku teks yang membicarakan dan memberikan penjelasan dari bahan
hukum primer, baik skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum hasil
penelitian, jurnal hukum, komentar-komentar atas putuskan hakim*® dan lain-lain
yang mendukung data serta berkaitan dengan studi yang sedang di teliti penulis.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti risalah perundang-
undangan, artikel, jurnal, kamus, ensiklopedia.*

5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diklarifikasi dan dikritisi dengan seksama
sesuai dengan referensi yang ada. Menggunakan metode analisis deduktif, yaitu
analisis data yang bertitik berat pada kaidah atau norma yang bersifat umum

kemudian diambil kesimpulan khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini diuraikan secara runtut dan
sistematis yang dibagi ke dalam lima bab:

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang berisi tentang pemaparan latar
belakang masalah, menentukan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitiaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika

pembahasan.

% Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 54.

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2010), him. 52.
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Bab Dua, merupakan pembahasan, bab ini akan mengantarkan kajian
secara teoritis tentang hakim dan undang-undang kekuasaan kehakiman, baik
dalam perspektif hukum positif (undang-undang) maupun perspektif hukum
Islam.

Bab Tiga, membahas gambaran umum terkait bentuk dan cara putusan
perkara oleh hakim serta menjelaskan bagaimana penafsiran hakim terhadap suatu
perkara, maka penulis menguraikan terkait metode interpretasi (penafsiran)
hukum oleh hakim secara umum yang ada dalam ketentuan-ketentuan hukum
postitif dan hukum Islam serta menguraikan konsep hukum dalam pandangan
hukum progresif.

Bab Empat, merupakan analis penulis terhadap kasus atau perkara-perkara
tertentu (pidana dan perdata) yang kemudian dikaitkan dengan interpretasi
(penafsiran) hukum oleh hakim, baik menurut undang-undang kekuasaan
kehakiman maupun perspektif hukum Islam serta menuangkan beberapa temuan
berkenaan dengan problematika penegakan hukum yang berkaitan dengan
akuntabilitas hakim dengan paradigma moral dalam mewujudkan sinergisitas
hukum dan keadilan di Indonesia.

Bab Lima merupakan bagian dari penutup yang memuat kesimpulan dan

saran-saran dari pembahasan yang telah uraikan sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan:

UUD 1945 dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman memberi
ruang kebebasan bagi hakim untuk merefleksikan bunyi undang-undang
dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup masyarakat. Hakim dalam menemukan kaidah atau
norma hukum, menafsirkan norma hukum dan menerapkan terhadap suatu
perkara yang diadilinya, idealnya harus memenuhi 3 (tiga) unsur; memiliki
spirit nilai keadilan, menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan. Untuk
menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari
keadilan, ketiga unsur tersebut mesti harus dipertimbangkan dan diterapkan
secara proporsional dan profesional oleh para hakim. Selanjutnya, hakim
yang dianggap memahami dan mengetahui semua hukum (ius curia novit/
curia novit jus) serta sebagai sentral penegakkan hukum atau sebagai ujung
tombak pemberikan keadilan harus berupaya melakukan serta memberikan
terobosan-terobosan hukum  (breakthrough) yang bermuara kepada
kesadaran hukum masyarakat dengan menggali dari berbagai bahan hukum
atau teori-teori hukum yang tersedia, sehingga suatu peristiwa yang konkret

dapat dipecahkan secara tepat dan benar.

119
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Penemuan atau penafsiran hukum oleh hakim, baik dalam peraturan
perundang-udangan maupun hukum Islam, tidak ada ketentuan yang
mengharuskan hakim atau kebebasan hakim tidak terikat dengan suatu
interpretasi (penafsiran) tertentu. Akan tetapi yang paling penting, hakim
dalam menyelesaikan suatu perkara harus memilih penafsiran yang sesuai
dan tepat sasaran, yaitu dapat memperjelas ketentuan peraturan perundang-
undangan yang diterapkan terhadap suatu peristiwa hukum yang konkret.
Artinya, pengunaan berbagai metode penafsiran dalam penyelesaian suatu
perkara oleh hakim, maka dapat menghasilkan putusan yang berbeda
(disparitas). Dalam hukum Islam, setiap proses peradilan ketika hakim
memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara dilakukan dengan
menggali Al-Qur’an dan as-Sunnah serta peraturan-peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam, baik yang
berupa hukum-hukum wad’i maupun hukum-hukum taklifi. Kemudian,
dalam menggali dan merumuskan hukum dapat dilakukan dengan
menemukan alasan (‘illat) hukum yang berlandaskan pada magasid asy-
syariah (melindungi kepastian hukum, ketertiban hukum, melindungi hak-
hak Allah Swt, melindungi hak-hak publik serta melindungi nilai-nilai
kebenaran dan al- magasid al-khamsah (melindungi  keselamatan
(kemaslahatan) agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta hifz al-‘ird
“perlindungan kehormatan). Selanjutnya, dalam hukum Islam untuk
melakukan terobasan-terobasan hukum dengan istimbas yang dilakukan

melalui ijtihad, sehingga suatu penaafsiran hukum yang dilakukan oleh
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hakim dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan

bagi masyarakat luas.

B. Saran-Saran

1. Hasil penelitian ini kiranya dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan
pertimbangan untuk mendorong suatu pengembangan hukum, khususnya
dalam penafsiran hukum oleh hakim dalam perspektif hukum Islam,
sehingga penetapan putusan oleh hakim dapat menciptakan keadilan,
kepastian hukum, kemanfaatan terhadap para pencari keadilan.

2. Praktik hukum dalam masyarakat begitu rentan terjadi, perilaku sosial
masyarakat pun baik dalam menilai hukum atau yang berhubungan
dengan perkara hukum semakin berkembang dan meluas, bahkan antara
teori (teks) dan praktik (konteks) dalam menyelesaikan perkara hukum
selalu bertabrakan, artinya tidak berjalan beringan. Berkenaan dengan
penelitian ini, tentu masih perlu dan penting dikembangkan oleh peneliti-
peneliti selanjutnya dengan sudut pandang atau perspektif yang lebih luas
dan dikaitkan dengan berbagai bidang keilmuan, baik secara pendekatan
interdispiner, multidisipliner dan transdisipliner.

3. Perlu disadari, bahwa pengembangan keilmuan dalam peradilan Islam di
Indonesia masih lemah (belum memadai). Kemudian, keberadaan hakim
sebagai posisi penegak serta berwewenang menemukan, menafsirkan dan
menetapkan hukum belum maksimal, karena tugasnya berwewenang

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat
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belum terpenuhi dengan baik, dengan bahasa lain disebut masih dominan
sebagai corong undang-undang (legalistik-positivistik). Maka wajar, kalau
hakim di Indonesia jarang ditemukan dalam melakukan out of the box
atau terobosan-terobasan hukum di luar ketentuan tekstual (undang-

undang).
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